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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dalam hal ini P2TP2A Kabupaten Cianjur mampu menyelesaikan proses 

penanganan khususnya pendampingan melalui berbagai koordinasi yang dilakukan 

dengan pihak eksternal hingga korban dapat kembali pada lingkungan sosialnya, 

sehingga pelaksanaan penanganan tersebut dapat dikatakan efektif sesuai dengan 

pedoman penanganan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mana juga hasilnya dapat memberikan 

kepuasan terhadap anak korban kekerasan seksual sebagai penerima layanan. 

Meskipun pada proses pelaksanaan penanganan melalui manajemen kasus terhadap 

anak korban kekerasan seksual mengalami beberapa kendala seperti berada pada 

situasi penyebaran virus Covid-19, keterbatasan sumber daya manusia yaitu 

kurangnya staff/ pegawai, bahkan tidak adanya anggaran dana bagi pelaksanaan 

program penanagan khususnya pendampingan yang mana beberapa kegiatan harus 

ditiadakan. Ini mengindikasikan bahwa dengan berbagai kendala yang dialami 

P2TP2A Kabupaten Cianjur mampu menjalankan program pelayanan tersebut 

dengan cukup baik ditengah pandemi Covid-19. Serta melalui manajemen kasus 

yang digunakan oleh penulis dalam meneliti penanganan khususnya pendampingan 
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anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur 

sudah tercapai dengan cukup baik sesuai dengan petunjuk teknis yang diterbitkan 

oleh KEMENPPPA. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

6.1.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Cianjur terhadap 

penanganan anak korban kekerasan seksual melalui manajemen kasus sudah tercapai 

dengan baik. Adapun pada tahapan ini telah dilaksanakan P2TP2A dengan efektif 

sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dilihat dari upaya P2TP2A untuk mengatasi 

persoalan yang berkembang di masyarakat dalam hal ini yaitu kekerasan seksual 

terhadap anak. Bahkan dilapangan P2TP2A sendiri menambahkan beberapa prosedur 

guna menunjang keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi para calon klien, 

dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah pada saat 

kegiatan berlangsung. 

 

6.1.2 Asesmen 

Dalam proses pelaksanaan asesmen terhadap pelaksanaan penanganan anak 

korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh P2TP2A melalui manajemen kasus 

tersebut sudah dilaksanakan secara efektif, hal ini ditunjukan dengan bukti pada 
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prosesnya melibatkan atau berkoordinasi dengan berbagai Dinas, Instansi, atau 

Lembaga lainnya yaitu bekerjasama dengan para ahli profesional lainnya guna 

memenuhi kebutuhan klien. Bahkan ditengah pandemi Covid-19 pihak P2TP2A 

Kabupaten Cianjur tidak mempersulit klien dalam mendapatkan pelayanan 

penanganan khususnya pendampingan. Para tim manajemen kasus sama sekali tidak 

mengurangi hal pokok yang ada pada tahapan asesmen, hanya saja menerapkan 

protokol kesehatan. Sebagaimana hal tersebut mengindikasikan adanya bentuk 

tanggung jawab pemerintah setempat pada masa pandemi Covid-19 dalam upaya 

mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten 

Cianjur. 

6.1.3 Perencanaan Intervensi 

Dalam proses perencanaan intervensi terhadap pelaksanaan penanganan 

khususnya pendampingan klien yaitu anak korban kekerasan seksual yang 

dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur melalui manajemen kasus tersebut 

terdapat beberapa hal yang sudah mendukung ataupun kurang mendukung dalam 

pelaksanannya pada masa pandemi Covid-19, yaitu sebagai berikut : 

• Ketersediaan saranana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan penanganan 

khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual sudah 

mendukung seperti dengan tersedianya ruang pimpinan, ruang administrasi, 
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ruang tamu, ruang bimbingan dan konseling, ruang anak, toilet, mushola, 

rumah aman, atau fasilitas transportasi seperti mobil serta sarana 

komunikasi dan penunjang lainnya. 

• Ketersediaan Sumber Daya Manusia 

Dalam pelaksanaan penanganan khususnya pendampingan terhadap anak 

korban kekerasan seksual tersebut dari segi ketersediaan sumber daya 

manusianya masih kurang. Meskipun pihak lembaga mengatakan jumlah 

pegawai/ staff yang ada sudah cukup dikarenakan pada masa pandemi 

Covid-19 hanya program penanganan khususnya pendampingan anak 

korban kekerasan seksual saja yang berjalan, akan tetapi secara teknis 

pihak lembaga mengalami kekurangan pegawai/ staff.  

• Ketersediaan Anggaran/ Dana 

Pada masa pandemi Covid-19 mempengaruhi dana anggaran bagi setiap 

program kerja yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Cianjur, salah 

satunya terhadap pelayanan penanganan khususnya pendampingan 

terhadap anak korban kekerasan seksual. Bahkan pada tahun 2021 pihak 

lembaga sama sekali tidak memperoleh anggaran dana baik itu dari Dinas 

maupun pemerintah daerah, yang mana berdampak pada beberapa kegiatan 

yang harus ditiadakan. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini para staff/ 

pegawai hanya menerima gaji pokok saja. Oleh karena itu, dengan tidak 
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adanya dana anggaran bagi penyelengaraan kegiatan penanganan yaitu 

pendampingan terhadap anak korban seksual yang dilaksanakan oleh 

P2TP2A Kabupaten Cianjur tersebut berpengaruh terhadap pemberian 

layanan terhadap klien. Seperti hal nya beberapa kegiatan yang dikurangi 

guna memangkas pengeluaran lembaga P2TP2A Kabupaten Cianjur. 

Dari ketiga hal diatas, dalam pekasanaan program ini khususnya pada masa 

pandemi Covid-19 masih perlu dibenahi secara serius, terutama mengenai anggaran 

dana dan juga jumlah staff/ pegawai. Meskipun dari segi sarana dan prasarana dalam 

menunjang terselenggaranya kegiatan penanganan khususnya pendampingan 

terhadap anak korban kekerasan seksual sudah memadai, akan tetapi dari segi 

sumberdaya manusia seperti petugas pelaksananya tersebut masih kurang, sehingga 

berpotensi tidak terlaksananya kegiatan penanganan atau pendampingan terhadap 

anak korban kekerasan seksual dengan baik. Ataupun dalam segi dana anggaran juga 

masih belum maksimal bahkan pada tahun 2021 dapat dikatakan tidak maksimal, 

sebab ditengah pandemi Covid-19 ini P2TP2A Kabupaten Cianjur tidak memporoleh 

dana sama sekali dari Dinas maupun pemerintah daerah. Sebagaimana hal tersebut 

dapat menimbulkan pemberian layanan terhadap klien yang kurang maksimal, karena 

beberapa proses kegiatan dikurangi guna memangkas pengeluaran keuangan 

lembaga. Ini mengindikasikan bahwasannya pelaksanaan perencanaan intervensi ini 

belum dapat dikatakan efektif, karena seperti pada pedoman manajemen kasus yang 
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digunakan untuk dijadikan acuan tercapainya suatu tindak penanganan tersebut 

bahwa pada tahap ini yang dilakukan untuk menyusun suatu formulasi masalah dari 

hasil identifikasi dan penilaian sebelumnya, tentu harus didukung oleh sarana 

prasarana, sumber daya manusia, serta dana atau anggaran sehingga pelaksanaan 

kegiatan penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan 

seksual dapat terlaksana sesuai dengan susunan yang sudah direncanakan.  

6.1.4 Intervensi 

Pemberian layanan terhadap klien dalam kegiatan penanganan khususnya 

pendampingan anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh P2TP2A 

sudah tercapai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga Ini 

mengindikasikan bahwasannya pelaksanaan kegiatan intervensi ini sudah 

dilaksanakan dengan efektif, yang mana berbagai tujuan penanganagan bagi klien 

yang telah direncanakan sebelumnya dapat dijalankan sesuai dengan pedoman 

manajemen kasus yang diterbitkan oleh KEMENPPPA. Dan pada tahapan ini mampu 

menimbulkan kepuasan bagi para penerima layanan tersebut yaitu anak yang menjadi 

korban kekerasan seksual, yang mana anak dan keluarga mendapatkan perlindungan 

dan keadilan. Meskipun dalam proses pelaksanaan intervensi tersebut kerap kali 

mengalami berbagai kendala, akan tetapi pihak lembaga dapat mengupayakan agar 

penanganan khususnya pendampingan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Ini terbukti dari beberapa peniadaan kegiatan salah satunya yaitu home visit yang 
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terhambat anggaran dana, maka pihak lembaga mengupayakan secara maksimal agar 

kegiatan home visit tetap dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama 

para pekerja sosial dari Dinas Sosial, atau berkoordinasi dengan berbagai pihak 

eksternal lain dalam memberikan kebutuhan yang tepat dan sesuai bagi klien. 

Adapun pada proses intervensi ini koordinasi antara pihak P2TP2A dan pihak lain 

masih dianggap kurang dan perlu ditingkatkan kembali ditengah pandemi Covid-19. 

6.1.5 Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan secara efektif sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan ditengah pandemi Covid-19. 

Monitoring dan evaluasi disini dijadikan acuan atau tolak ukur dalam penanganan 

khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual mengenai 

terpenuhinya kebutuhan serta terfasilitasinya korban seperti terpenuhinya SOP, atau 

melakukan pemantauan terkait pelayanan konseling, penanganan kasus, penanganan 

psikososial, penanganan psikologi, penanganan medis, maupun pendampingan 

hukum dan lain sebagainya yang mana telah dilakukan sebelumnya. 

6.1.6 Terminasi 

Pada pelaksanaan tahap terkahir dari manajemen kasus yaitu terminasi sudah 

dilakukan dengan efektif oleh lembaga bahkan ditengah pandemi Covid-19 

penanganan khususnya pendampingan ini dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk 

dan prosedur yang ada melalui proses awal hingga proses pengakhiran kasus anak 
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korban kekerasan seksual. Adapun hasil atau dampak dari pemberian layanan 

penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual 

banyak dirasakan oleh klien, dimana mereka merasa terfasilitasi sehingga mereka 

dapat pulih secara fisik dan mental, sehingga klien dapat dipercaya bisa beraktifitas 

kembali secara normal pada lingkungan sosialnya seperti sedia kala. Ini 

mengindikasikan layanan penanganan tersebut memberikan kepuasan terhadap 

penerima layanan dalam memberikan kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

melalui susunan pedoman penanganan yang telah diterbitkan oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

 

6.2 Saran 

Secara umum penulis menyarankan bahwasannya pihak lembaga dapat lebih 

meningkatkan kembali koordinasi antara pihak lembaga dengan pihak eksternal 

lainnya dalam menunjang keperluan yang dibutuhkan oleh korban sesuai dengan 

hasil penilaian yang sudah dilakukan. Dengan adanya berbagai kontribusi atau 

koordinasi pihak lembaga dengan pihak lainnya akan berdampak pada ketepatan dan 

keberhasilan pemberian layanan kepada klien/ korban. 
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6.2.1 Identifikasi Masalah 

Dalam proses pelaksanaan identifikasi masalah selain pelaksanaan yang 

dilakukan secara tatap muka antara klien dan tim manajemen kasus, hendaknya pihak 

lembaga mengadakan identifikasi seperti dengan melakukan wawancara singkat 

secara online mengingat tidak semua klien jarak tempat tinggalnya dekat dengan 

kantor P2TP2A. Hal ini juga sebagai suatu bentuk peduli dan tanggung jawab 

lembaga terhadap kesehatan klien ditengah penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi 

hal tersebut berlaku bagi klien yang tidak memungkinkan untuk di identifikasi secara 

langsung. 

6.2.2 Asesmen 

Dalam proses pelaksanaan asesmen atau penilaian penulis menyarankan 

bahwasannya pihak lembaga menyesuaikan bidang para staff/ pegawai sesuai dengan 

keahliannya. Seperti hal nya psikolog pada lembaga yang belum memenuhi kriteria 

sebagai sikolog dan belum mengikuti profesi sehingga tidak diberi kewenangan 

untuk secara sah dapat dikatakan sebagai psikolog, dan pada akhirnya menjadi 

konselor pada bidang penanganan khususnya pendampingan terhadap anak korban 

kekerasan seksual. Maka dari itu, tidak dapat dikatakan lagi sebagai konselor yang 

mencakup sikolog, yang mana artinya penulis menyarankan para staff/ pegawai 

berada pada bidangnya masing-masing 
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6.2.3 Perencanaan Intervensi 

Dalam proses pelaksanaan intervensi diketahui bahwa pihak lembaga mengalami 

kekurangan jumlah staff/ pegawai dan tidak adanya anggaran dana pada masa 

pandemi Covid-19. Oleh karena itu peneliti menyarankan bahwasannya pihak 

lembaga perlu adanya penambahan pegawai agar pemberian layanan yang dilakukan 

terhadap klien dapat berjalan dengan maksimal, yang mana dapat menekan angka 

kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penulis menyarankan P2TP2A 

tersebut untuk beralih menjadi UPT agar berada dibawah naungan Dinas 

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak atau DPPKBP3A, sehingga lembaga menjadi tanggung jawab 

Dinas yang salah satunya berkaitan dengan masalah anggaran dana. 

6.2.4 Intervensi 

Saran penulis pada pelaksanaan intervensi ini mampu memberikan pelayanan 

berupa kegiatan yang bervariasi mengingat sedang pada masa pandemi Covid-19. 

Seperti kegiatan konseling dan home visit yang dilakukan secara virtual, yang mana 

dalam hal ini pihak lembaga berkoordinasi dengan pihak keluarga agar segala bentuk 

kegiatan yang masih bisa dilakukan dari jarak jauh dapat terlaksana dengan baik. 

Salah satunya dengan berinteraksi melalui video call yang mana klien sudah 

dikondisikan oleh pihak keluarga untuk melaksanakan arahan yang dilakukan oleh 

lembaga. Sehingga pada masa pandemi Covi-19 ini segala bentuk interaksi anak 
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bersama tim manajemen kasus dapat dikurangi, akan tetapi hal pokoknya tetap 

dilaksanakan, terkecuali seperti pendampingan hukum yang memang diharuskan 

dilakukan secara langsung. Minimal dengan adanya alternatif melakukan interaksi 

secara virtual tersebut, dapat mengurangi kegiatan tatap muka secara langsung 

karena kesehatan serta keselamatan klien dan tim manajemen kasus merupakan hal 

yang paling utama demi terselesaikannya permasalahan kasus yang dialami oleh 

klien dengan baik ditengah penyebaran virus Covid-19. Selain itu, pada bagian ini 

penulis menyarankan bahwasannya pihak lembaga perlu melakukan kontribusi atau 

kerjasama dengan pihak lain yang cukup intens seperti berupa komunikasi dari kedua 

belah pihak maupun mengenai rujukan bagi klien. 

6.2.5 Monitoring dan Evaluasi 

Pada bagian ini penulis menyarankan bahwasannya perlu ditingkatkan 

kembali mengenai pelaksanaan koordinasi antara pihak lembaga dengan berbagai 

pihak profesional lain guna mendukung terpenuhinya keperluan yang dibutuhkan 

oleh klien, sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut hasilnya dapat lebih 

baik dan maksimal. Selain itu, mengingat pada masa pandemi Covid-19 ini pihak 

lembaga perlu memperhatikan dan menelaah kembali dalam memilah pelaksanaan 

berbagai kegiatan guna terselenggaranya penanganan khususnya pendampingan 

terhadap anak korban kekerasan seksual yang aman dan nyaman bagi klien. 
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6.2.6 Terminasi 

Saran penulis dalam hal ini yaitu setelah pemeberian layanan penanganan 

khususnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual telah selesai dan 

korban sudah dinyatakan pulih dari trauma dan sehat secara fisik dan psikis. 

Diharapkan pihak lembaga tetap melakukan pemantauan terhadap klien guna 

meminimalisir terjadinya kembali hal yang serupa terhadap klien. 
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